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ABSTRAK 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dengan prinsip value for money. 

Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan 

dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Realisasi Anggaran 

tahun 2019 dan 2020. Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis deskriptif. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Riau dilihat dari ketiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan 

efektivitas dalam konsep value for money belum mencapai hasil yang maksimal. Pada 

tahun 2019 perhitungan ekonomis sebesar 90,03% dinyatakan ekonomis, perhitungan 

efisiensi sebesar 102,50% dinyatakan efisien, perhitungan efektivitas sebesar 95,95% 

dinyatakan tidak efektif. Pada tahun 2020 perhitungan ekonomis sebesar 93,33% 

dinyatakan ekonomis, perhitungan efisiensi sebesar 104,19% dinyatakan efisien, 

perhitungan efektivitas sebesar 96,76% dinyatakan tidak efektif. Sehingga 

akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada 

tahun 2019 dan 2020 dikatakan belum memenuhi prinsip value for money. 

 

 

Kata kunci: ekonomis, efisiensi, efektivitas, value for money, kinerja 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to measure the performance accountability of the 

Department of Communication, Information and Statistics of Riau Province with the 

principle of value for money. Research conducted with qualitative methods. In this 

research conducted by interview and documentation. The data collected are 

Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) and Budget 

Realization Reports for 2019 and 2020. This research was conducted using 

descriptive analysis techniques. The results of the study stated that the performance 

of the Department of Communication, Informatics and Statistics of Riau Province 

seen from the three main elements, namely economy, efficiency and effectiveness in 

the concept of value for money has not achieved maximum results. In 2019 the 

economic calculation of 90.03% was declared economical, the efficiency calculation 

of 102.50% was declared efficient, the calculation of the effectiveness of 95.95% was 

declared ineffective. In 2020 the economic calculation of 93.33% is declared 

economical, the calculation of efficiency of 104.19% is declared efficient, the 

calculation of the effectiveness of 96.76% is declared ineffective. So that the 

accountability of the performance of the Communication, Information and Statistics 

Office of Riau Province in 2019 and 2020 is said to have not met the value for money 

principle. 

 

Keywords: economical, efficiency, effectiveness, value for money, performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan sekarang ini, akuntansi sektor publik sudah berkembang 

dengan sangat luas dan seiring diberlakukanya otonomi daerah. Masyakarat yang 

semakin cerdas dan kritis menuntut penjelasan terhadap akuntabilitas publik terhadap 

instansi pemerintah. Dengan kata lain tuntutan untuk melakukan akuntabilitas publik 

maka instansi pemerintah harus melakukan pengukuran kinerja. Dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diuraikan bahwa 

otonomi daerah adalah hak dan kewajiban otonom itu sendiri untuk dapat mengatur 

sendiri urusan yang dijalankannnya dalam mencapai tujuan memberikan kepentingan 

bagi masyarakat Indonesia. Dalam berbagai organisasi sektor publik yang ada di tiap-

tiap daerah mempunyai kebebasan yang diberikan oleh otonomi daerah dalam 

mencapai pengerjaannya, supaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan 

keberlansungan daerahnya.  

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 

disamping itu maka penting ditetapkannnya Peraturan Pemerintah tentang 

pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

dijelaskan tentang keuangan daerah mengelola dengan tertib, patuh pada aturan 

perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab 

dalam asas keadilan, kepatuhan masyarakat yang dilakukan pada suatu integritas 

dalam menciptakan anggaran. Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 
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dijelaskan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan 

perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab 

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan dalam pengelolaan 

keuangan negara juga di atur dalam Undang – Undang No 15 Tahun 2004 

menyatakan keseluruhan kegiatan  pejabat pengelolaan keuangan sesuai dengan 

kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 

dinyatakan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam arti, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 

pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. 

Dalam Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 yaitu tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari 

berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan 

kinerja instansi pemerintah. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan.program yang 

telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas 

dan kualitas terstruktur. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan 

oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 

program dan kebijakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Indikator Kinerja 
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adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang 

telah direncanakan. 

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPan) No 53 

tahun 2014 tentang teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas 

laporan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa laporan kinerja dipergunakan 

sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja, 

pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja. 

Kinerja merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi, dan misi organisasi yang telah dituangkan dalam suatu perencanaan 

strategis suatu organisasi. Kinerja hanya bisa diketahui jika individu atau kelompok 

individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang ditetapkan(Mahsun, 2013). 

Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam 

mencapai pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Semakin tingginya pelaksanaan akuntabilitas publik seperti unit-unit kerja pemerintah 

dan lembaga negara diharapkan dapat meminimalisir pemborosan, kebocoran dana 

dan mendeteksi program yang tidak pantas secara ekonomi. Menurut (Hery, 2019)  

kinerja adalah gambaran tentang tingkat capaian pelaksanaan suatu kegiatan atau 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, fungsi, misi dan visi organisasi yang tertuang 

dalam strategi, planning suatu organisasi. 

Pengukuran kinerja penting dalam menilai akuntabilitas organisasi dan manejer 

dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Pengukuran kinerja bukan 
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hanya sekedar meunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi bagaimana 

cara pengaplikasian uang publik itu telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan 

efektif berdasarkan konsep value for money. Artinya bahwa setiap rupiah yang 

dibelanjakan pemerintah harus berdampak terhadap kepentingan publik sesuai dengan 

tuntutan publik, serta dapat dipertanggunjawabkan kepada publik (Halim dan Kusufi, 

2017:124).  

Pengukuran kinerja pada instansi pemerintah dilakukan untuk memenuhi tiga 

unsur. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kinerja yang 

dimaksud untuk membantu pemerintah berfokus pada program unit kerja. Hal ini 

akhirnya akan menaikkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam 

pelayanan publik. Kedua, kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan 

sumber daya dalam pengambilan keputusan. Ketiga, mewujudkan 

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Indikator 

value for money terdiri dari tiga unsur utama yaitu, ekonomis, efisiensi, efektivitas. 

Ekonomis ialah hubungan antara pasar dan masukan (cost of input) dengan arti kata 

lain ekonomis adalah praktek pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas 

dengan harga terbaik yang memungkinkan (spending less). Efisiensi berkaitan dengan 

konsep produktivitas dengan arti kata lain efisiensi adalah indikator yang berkaitan 

dengan sumber daya daya unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan memberikan 

masukan menjadi keluaran  dari proses internal. Efektivitas berkaitan dengan 

pencapaian tujuan (visi dan misi) dengan arti kata lain efektivitas adalah yang 
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mengilustrasikan jangkauan sebab dan dampak (outcome) dari keluaran (output) 

dalam mencapai tujuan program (Basri, 2018). 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau mempunyai tugas 

membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. 

Dalam penelitian ini akan menguraikan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik Provinsi Riau menggunakan konsep value for money dengan berbagai 

elemen-elemen seperti ekonomi, efisiensi dan efektivitas seluruh kegiatan program 

yang bersangkutan dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 

Riau. 

Penelitian ini telah banyak dilakukan. Diantaranya: hasil penelitian (Putri, 

2020) berdasarkan analisis value for money pada program kesehatan masyarakat dari 

tahun 2016 – 2018 dikategorikan ekonomis, efisien, dan efektif. Akan tetapi, pada 

tahun 2018 program kesehatan masyarakat dikategorikan tidak efektif. Pada program 

perbaikan gizi masyarakat dari tahun 2016 – 2018 dikategorikan ekonomis, efisien, 

dan tidak efektif. Sedangkan, pada program kefarmasian, alat kesehatan, dan 

pengamanan makanan dari tahun 2016 – 2018 dikategorikan ekonomis, efisien, dan 

tidak efektif. Hasil penelitian Triniyanti (2018) menunjukkan bahwa Dinas Pertanian 

Kabupaten Simalungun periode 2015- 2017 ditinjau dari elemen pengukuran 

ekonomis dinyatakan ekonomis, ditinjau dari efisien periode tahun 2015 dinyatakan 

efisien berimbang, ditinjau dari elemen efektivitas dinyatakan efektif. Hasil menurut 

Purwiyanti (2017) menunjukkan rasio ekonomis tahun 2014 mampu melakukan 
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pekerjaan secara ekonomis. Jika dari rasio efisiensi, telah dilakukan secara efisien. 

Dan dilihat dari rasio efektivitas dinyatakan telah efektif. 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau membuat program 

dan kegiatan. Berikut anggaran realisasi untuk setiap program/kegiatan yang 

dilakukan pada tahun 2019 dan 2020 antara lain : 

Tabel 1.1 

Laporan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2019 

(Dalam Rupiah) 

No Program/Kegiatan 
Anggaran Realisasi Keuangan 

Realis

asi 

Fisik 

(Rp) (Rp) (%) (%) 

1 Program Pelayanan 

Administrasi Kantor 
1.495.218.700 1.357.582.167 90,79 0 

1.1 Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 
10.000.000 6.300.000 63,00 64,91 

1.2 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, SDA 

dan Listrik 

123.000.000 38.536.816 31,33 100 

1.3 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 

202.950.000 156.849.025 77,28 100 

1.4 Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 
50.097.000 48.931.000 97,67 98,55 

1.5 Penyediaan Alat 

Tulis Kantor 
86.175.200 85.979.500 99,77 99,77 

1.6 Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

50.000.000 49.748.000 99,50 99,98 

1.7 Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

25.000.000 24.129.000 96,52 96,52 

1.8 Penyediaan Makanan 

dan Minuman 
210.095.000 209.893.000 99,90 99,98 

1.9 Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi ke Luar  

644.584.000 644.070.826 99,92 97,71 

1.1 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 100 100 
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0 Administrasi Kantor 

1.1

1 

Inventarisasi Aset 

Milik Pemerintah 

Provinsi Riau 

33.317.500 33.145.000 99,48 100 

2 

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

251.950.000 223.253.000 88,61 0 

2.1 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 

50.000.000 49.800.000 99,60 100 

2.2 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan dan  

113.450.000 109.210.000 96,26 96,30 

2.3 

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor 

48.500.000 25.374.000 52,32 66,67 

2.4 
Penyediaan Sarana 

Kearsipan 
40.000.000 38.869.000 97,17 98,63 

3 

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

229.670.750 225.143.950 98,03 0 

3.1 
Pendidikan dan 

Pelatihan Formal 
59.114.000 55.557.200 93,98 69,81 

3.2 
Pembinaan Fisik dan 

Mental Aparatur 
111.000.000 110.030.000 99,13 98,00 

3.3 

Peningkatan Jiwa 

Nasionalisme dan 

Kebangsaan 

Aparatur Pemerintah 

Provinsi Riau 

59.556.750 59.556.750 100 100 

4 

Program Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan  

115.913.600 108.722.100 93,80 0 

4.1 
Penyusunan Rencana 

Kerja SKPD 
26.609.600 23.522.700 88,40 100 

4.2 
Penyusunan Rencana 

Strategis SKPD 
26.804.000 25.342.300 94,55 100 

4.3 

Penyusunan 

Pelaporan Keuangan 

Penyampaian OPD 

dan PPKD 

62.500.000 59.857.100 95,77 100 

5 

Program Fasilitasi 

Peningkatan SDM 

Bidang Komunikasi  

607.390.300 508.862.060 83,78 0 

5.1 Pembinaan 142.954.300 80.968.500 56,64 71,99 
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Kelompok Informasi 

Masyarakat 

5.2 

Pengelolaan Sumber 

Daya Persandian di 

Pemerintah Daerah 

122.386.000 115.216.100 94,14 99,79 

5.3 

Pelaksanaan 

Pengawasan, 

Evaluasi dan 

Pelaporan atas 

Penyelenggaraan 

Pengamanan 

Informasi 

101.448.000 83.481.360 82,29 94,93 

5.4 

Penyelenggaraan 

Kontra Penginderaan 

untuk Pengamanan 

Informasi Pimpinan 

di Pemerintah 

Daerah 

240.602.000 229.196.100 95,26 99,95 

6 

Program Kerjasama 

Informasi dan Media 

Massa 

123.068.000 120.076.300 97,57 0 

6.1 
Pengembangan 

Kemitraan Lembaga 
78.068.000 76.212.300 97,62 96,92 

6.2 

Dialog Interaktif 

melalui Media 

Televisi Lokal 

45.000.000 43.864.000 97,48 98,93 

7 

Program 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Komunikasi dan 

Informatika 

1.978.716.800 1.665.364.520 84,16 0 

7.1 Pengembangan 

Sarana dan Prasarana 

Perangkat  

468.647.800 227.648.600 48,58 49,71 

7.2 Pengelolaan 

Bandwitdh Internet 

dan Teknologi VPN 

Provinsi Riau 

1.207.417.000 1.160.924.720 96,15 100 

7.3 Pengembangan dan 

Pengelolaan 

Command Center 

Provinsi Riau 

302.652.000 276.791.200 91,46 79,78 

8 Program 

Pengembangan 

Aplikasi Informatika 

803.000.000 748.744.200 93,24 0 

8.1 Pengembangan E- 803.000.000 748.744.200 93,24 77,69 
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Goverment Provinsi 

Riau 

9 Program 

Pengembangan 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

4.421.701.850 3.970.265.011 89,79 0 

9.1 Pengelolaan Website 

Riau.Go.Id 
137.876.600 126.466.500 91,72 82,84 

9.2 Layanan Informasi 

Melalui Media 

Center 

174.951.750 162.010.000 92,60 92,60 

9.3 Newsroom 

Pemerintah Provinsi 
521.825.000 367.947.400 70,51 97,49 

9.4 Pameran 

Pembanguna TIK 

Provinsi Riau 

50.000.000 49.525.000 99,05 100 

9.5 Peliputan Acara dan 

Dokumnetasi 

Kegiatan Pemerintah 

Provinsi Riau 

880.530.000 808.200.500 91,79 89,27 

9.6 Layanan Kinerja 

Komisi Informasi 
1.727.453.600 1.682.569.579 97,40 98,93 

9.7 Penguatan 

Kelembagaan KIP 

serta Kerjasama 

dengan Lembaga 

Pemerintah dan Non 

Pemerintah 

285.858.900 257.602.500 90,12 99,68 

9.8 Pengembangan TV 

dan Radio Streaming 

Pemerintah Provinsi 

Riau 

24.000.000 0 0 0 

9.9 Pembinaan PPID di 

Provinsi Riau 
208.684.000 165.119.000 79,12 81,26 

9.1

0 

Pembinaan 

Pemahaman 

Aparatur tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

410.522.000 350.824.532 85,46 97,43 

10 Program 

Pengembangan 

Data/Informasi 

779.088.900 689.382.082 88,49 0 

10.

1 

Identifikasi, 

Sinkronisasi, 

Integrasi Data 

Sektoral Pemerintah 

267.541.160 207.857.489 77,69 96,96 
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Daerah Se-Provinsi 

Riau 

10.

2 

Update dan 

Pengolahan Data 

Sektoral Pemerintah 

286.284.040 274.854.493 96,01 95,05 

10.

3 

Forum Data Sektoral 

Provinsi Riau 
68.277.700 58.763.900 86,07 92,37 

10.

4 

Pengelolaan Data 

Center Pemerintah 

Provinsi Riau 

156.986.000 147.906.200 94,22 80,26 

Total 24.025.245.116 22.052.831.428 91,79 92,33 

Sumber: Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik Provinsi Riau (2019) 

Tabel 1.2 

Laporan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2020  

(Dalam Rupiah) 

No Program/Kegiatan 
Anggaran Realisasi Keuangan 

Realisas

i Fisik 

(Rp) (Rp) (%) (%) 

1 

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

1.542.000.998 1.447.812.213 93,89 0 

1.1 
Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 
6.198.000 6.198.000 100 100 

1.2 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

7.500.000 6.116.969 81,56 89,00 

1.3 

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor 

70.000.000 28.250.000 40,36 42,86 

1.4 
Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 
138.200.000 135.934.000 98,36 100 

1.5 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 

213.060.000 195.163.488 91,60 95,62 

1.6 Penyediaan Alat  173.706.000 171.954.000 98,99 100 

1.7 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

57.900.580 57.073.000 98,57 99,00 

1.8 

Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

115.000.000 111.119.000 96,63 99,00 

1.9 Penyediaan Makanan 211.912.000 206.777.000 97,58 99,00 
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dan Minuman 

1.10 

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi ke Luar 

Daerah 

361.054.408 355.338.286 98,42 99,00 

1.11 
Penyediaan Jasa 

Administrasi Kantor 
168.000.000 155.848.488 92,77 100 

1.13 
Pengelolaan Barang 

Milik Daerah OPD 
19.470.000 18.040.000 92,66 97,43 

2 

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

286.250.000 238.199.000 83,21 0 

2.1 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Gedung 

Kantor 

77.500.000 76.941.000 99,28 100 

2.2 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung 

Kantor 

208.750.000 161.258.000 77,25 100 

4 

Program 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Komunikasi dan 

Informatika 

3.418.760.400 3.072.921.200 89,88 0 

4.1 

Pengelolaan dan 

Pengembangan Sarana 

dan Prasarana 

Perangkat Jaringan 

Data Center 

3.156.224.400 2.824.897.500 89,50 93,48 

4.2 

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Command Center 

245.400.000 234.387.500 95,51 99,85 

4.3 

Pembinaan Kemitraan 

Kelompok Informasi 

Masyarakat dan 

Pelibatan Komunitas 

Masyarakat dan 

Keterbukaan Informasi 

17.136.000 13.636.200 79,58 100 

5 

Program 

Penyelenggaraan 

Sistem Pemerintah 

Berbasis Elektronik 

9.467.384.142 8.979.307.019 94,84 0 

5.1 

Penyusunan Kebijakan 

Internal Layanan 

SPBE 

179.942.000 170.718.000 94,87 100 

5.2 Pengembangan E- 614.100.000 590.887.000 96,22 99,96 
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Goverment Provinsi 

Riau 

5.3 

Pengelolaan 

Multimedia dan 

Dokumentasi 

Pemerintah  

1.989.216.665 1.835.327.500 92,26 100 

5.4 
Pembinaan PPID di 

Provinsi Riau 
384.055.600 368.355.000 95,91 100 

5.5 
Penyebarluasan 

Informasi 
890.620.000 880.721.000 98,89 100 

5.6 

Pengelolaan Data dan 

Interoperabilitas 

Provinsi Riau 

165.618.000 162.170.800 97,92 100 

5.7 

Layanan Kinerja 

Komisi Informasi 

Provinsi Riau 

1.469.004.877 1.459.678.077 99,37 100 

5.8 

Penguatan 

Kelembagaan KIP 

serta Kerjasama 

dengan Lembaga 

Pemerintah dan Non 

Pemerintah 

527.673.000 472.327.500 89,51 100 

5.9 

Pengelolaan 

Bandwitdh Internet 

dan Teknologi VPN 

Pemerintah Provinsi 

Riau 

3.247.155.000 3.039.122.142 93,59 99,85 

6 

Program 

Penyelenggaran 

Statistik 

326.502.000 292.222.367 89,50 0 

6.1 

Pembinaan 

Penyelenggaraan Data 

Sektoral 

34.661.200 26.920.700 77,67 100 

6.2 

Identifikasi, 

Sinkronisasi, Integrasi 

Data Sektoral 

Pemerintah Daerah Se-

Provinsi Riau 

133.661.800 113.773.500 85,12 97,81 

6.3 

Update Dan 

Pengelolaan Data 

Sektoral Pemerintah 

Daerah Se-Provinsi 

Riau 

158.179.000 151.528.167 95,80 100 

7 

Program 

Penyelenggaraan 

Persandian 

234.476.000 226.712.800 96,69 0 
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7.1 
Tata Kelola Keamanan 

Informasi 
111.354.000 107.911.000 96,91 100 

7.2 

Pengembangan 

Layanan Keamanan 

Informasi 

75.580.000 72.453.900 95,86 99,83 

7.3 

Pengawasan dan 

Evaluasi Keamanan 

Informasi 

47.542.000 46.347.900 97,49 100 

Total 28.457.784.003 25.999.238.318 91,36 99,04 

Sumber: Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik Provinsi Riau (2020) 

Berdasarkan laporan realisasi anggaran diatas, Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020, realisasi pengeluaran keuangan 

untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Riau selama ini lebih kecil daripada target yang dianggarkan. Pada 

tahun 2019 terdapat 10 program yang dijalankan yaitu, Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Fasilitasi 

Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, Program Kerjasama Informasi 

dan Media Massa, Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan 

informatika, Program Pengembangan Aplikasi Informatika, Program Pengembangan 

Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengembangan Data/Informasi. Dan 

pada tahun 2019 terdapat sebanyak 45 kegiatan yang dijalankan oleh Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau. 

Pada tahun 2020 terdapat 7 program, yaitu  Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program 
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Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi 

dan Informatika, Program Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, 

Program Penyelenggaraan Statistik, Program Penyelenggaraan Persandian. Dan pada 

tahun 2020 terdapat sebanyak 34 kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Riau. 

Pada tahun 2019 terdapat 17 program/kegiatan dengan nilai masih dibawah 

80% dan 5 program/kegiatan dengan nilai dibawah 50%. Sementara itu nilai diatas 

80% sebanyak 28 program/kegiatan diatas 80%. Pada tahun 2020 terdapat 7 

program/kegiatan dibawah 50%, sementara itu nilai diatas 80% sebanyak 27 

program/kegiatan. 

Dalam laporan realisasi anggaran pada tahun 2019 dan 2020 tidak terdapat 

realisasi anggaran secara penuh pada tahun 2019 dan 2020. Namun, di tahun 2020 

terdapat satu program yang masih dibawah 80% yaitu Program Peningkatan Disiplin 

Aparatur sebesar 0%. 

Program yang mencapai realisasi tertinggi pada tahun 2019 dan 2020 adalah 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 98,03% dan  

Program Penyelenggaraan Persandian sebesar 96,69%. Sedangkan program dengan 

realisasi terendah hanya terdapat pada tahun 2020 yaitu pada Program Peningkatan 

Disiplin Apratur sebesar 0%. 

Laporan realisasi anggaran pada tahun 2019 dan 2020 khususnya pada program 

yang dijalankan pada tahun 2019 dan 2020 tersebut hanya terdapat realisasi fisik 

dengan nilai 0%. Hal ini terjadi karena pada Dinas Komunikasi, Informatika dan 
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Statistik Provinsi Riau untuk setiap program tersebut tidak ditampilkan pada sistem 

pelaporan data yang terkait dengaan realisasi fisiknya. Capaian program ditampilkan 

pada laporan kinerja  tiap tahunnya karena untuk program tidak terkait dalam realisasi 

fisiknya, melainkan hanya capaian dan pelaksanaan program tersebut. Maka dalam 

laporan realisasi anggaran pada program tersebut itu tidak ditampilkan dan hanya 

dibuat 0%. 

Realisasi anggaran 2019 dan 2020 yang belum mencapai target menyatakan 

bahwa pengeluaran anggaran masih belum terserap secara maksimal. Dengan itu, 

apakah pengeluaran yang sudah dilakukan dikatakan ekonomis, efisien dan efektif. 

Satu-satunya cara dalam mengelola itu di perlukan pengukuran kinerja, dimana dalam 

pengukuran kinerja keuangan sektor publik ialah dengan menerapkan konsep value 

for money. Dengan konsep tersebut digunakan supaya pengeluaran dapat di 

manfaatkan dengan kinerja yang diijalankan. Pengeluaran yang dikelola dengan 

sebaik mungkin akan memberikan output yang baik sehingga akan memperoleh hasil 

yang maksimal. 

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

dirumuskan: 
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1. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Riau periode tahun 2019 sampai 2020 ditinjau dari segi ekonomis ? 

2. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Riau periode tahun 2019 sampai 2020 ditinjau dari segi efisiensi ? 

3. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Riau periode tahun 2019 sampai 2020 ditinjau dari segi efektivitas ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui kinerja keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Riau periode tahun 2019 sampai 2020 ditinjau dari segi ekonomis. 

2. Mengetahui kinerja keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Riau periode tahun 2019 sampai 2020 ditinjau dari segi efisiensi. 

3. Mengetahui kinerja keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Riau periode tahun 2019 sampai 2020 ditinjau dari segi efektivitas. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi: 

1. Penulis 

Penelitian ini bisa berguna sebagai acuan dalam menerapkan teori akuntansi 

yang sudah dijalankan selama perkulihaan dan bermanfaat dalam menambah 

wawasan peneliti dalam menerapkan konsep value for money ini. 

2. Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik Provinsi Riau. 
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Riau untuk dapat memberikan semua 

masukan ataupun pertimbangan dalam pengukuran kinerja. 

3. Penelitian Selanjutnya. 

Penelitian ini akan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian yang 

sama. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam mempermudah memahami tentang skripsi ini bagi penulis, maka 

sistematika penulisan ini dikelompokkan menjadi lima bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan ini. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

  Bab ini merupakan bagian yang berisikan tentang teori sebagai acuan 

dalam menguraikan berbagai teori penelitian melalui tinjauan pustaka 

dan literatur yang berhubungan dengan masalah ini. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan bagian dari desain penelitian, objek penelitian, 

sumber dan jenis data yang diperoleh sebagai gambaran umum objek 

penelitian serta metode analisis data. 
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BAB IV:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah dilakukan dalam menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian 

tersebut dalam bentuk gambaran umum objek penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan tentang kesimpulan 

dan saran dari hasil penelitian untuk masa yang akan datang. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Telaah Pustaka 

2.1.1  Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja 

Menurut Sutrisno (2016) kinerja adalah hasil kerja karyawan dilihat dari aspek 

kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk ,mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh organisasi. Kinerja adalah suatu keberhasilan sektor publik dalam 

menggapai tujuan dalam waktu tertentu. Menurut (Mahsun, 2013) kinerja adalah 

gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. 

Sementara itu, Syadiah Khalimatus, Susanti & Rasyidi (2016) pengukuran 

kinerja adalah evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan suatu organisasi 

berdasarkan tujuan, sasaran, standar dan kriteria yang sudah ditetapkam sebelumnya. 

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program 

atau kegiatan telah direncanakan sesuai rencana tersebut dan yang lebih penting 

pengukuran kinerja mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat 

perencanaan. Dalam arti lain, pengukuran kinerja adalah instrumen yang digunakan 

untuk menilai hasil akhir pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan simpulan diatas, bahwa pengukuran kinerja 

adalah alat ukur yang dapat dikelola oleh organisasi dalam perihal apakah kinerja 

tersebut sudah dijalankan dengan semestinya. 
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2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja 

Menurut Handoko (2016) pengukuran kinerja bertujuan untuk: 

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom 

up). 

2. Untuk mengukur kinerja finansial serta non-finansial yang berimbang 

sehingga mampu untuk ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. 

3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menegah dan 

bawah dalam memotivasi guna mencapai goal congruence. 

4. Sebagai alat dalam mencapai kepuasan berdasarkan pada pendekatan 

individual serta kemampuan kolektif secara rasional. 

Berdasarkan tujuan diatas, secara umum ada 4 tujuan sistem pengukuran. 

Namun setiap instansi memiliki tujuan kinerja masing-masing dimana tujuan diatas 

dikembangkan sesuai latar belakang instansi tersebut. 

Disamping itu, menurut Mahmudi (2016) tujuan pengukuran kinerja adalah : 

1. Mengetahui tingkat kecapaian tujuan organisasi. 

2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. 

3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya. 

4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 

pemberian reward  dan punishment. 

5. Memotivasi pegawai dan menciptakan  akuntabilitasi publik. 

2.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja 

Menurut Mardiasmo (2018) mempunyai beberapa manfaat antara lain: 
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1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai 

kinerja manajemen. 

2. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 

3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan 

korektif untuk memperbaiki kinerja. 

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward dan 

punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai 

dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 

5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka   

memperbaiki kinerja organisasi. 

6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah 

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

2.1.4 Keuntungan Dalam Pengukuran Kinerja 

Keuntungan dalam pengukuran kinerja yaitu: 

1. Pengukuran kinerja memberika mekanisme pelaporan program kinerja pada 

manajemen yang lebih tinggi. Pengukuran ini berfokus pada perhatian 

tentang apa yang harus diselesaikan dan mengarahkan organisasi untuk 

berkonsentrasi pada waktu, sumber daya dan energi dalam mencapai 

sasaran. Jika hasilnya berbeda dengan sasaran organisasi dapat dilakukan 

analisis kesenjangan kinerja dan membuat penyesuaiannya. 
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2. Pengukuran kinerja akan meningkatkan komunikasi internal diantara staf 

dan mahasiswa, sebagaimana secara eksternal organisasi dengan pemangku 

kepentingan. Penenkanan dalam pengukuran kinerja akan menciptakan 

iklim baru yng mempengaruhi semua pihak dalam memandang organisasi. 

3. Organisasi perguruan tinggi yang berorientasi pada hasil membutuhkan 

informasi yang akurat dalam program dan layanan 18 pendukung baik di 

fakultas, program studi, maupun lembaga dan biru yang berperan serta 

memberikan layanan akademik yang berkualitas. Pengumpulan dan 

pengolahan informasi yang akurat tergantung pada keefektifan 

komunikasikan aktivitas aktivitas kritis pada pencapaian misi. 

4. Pengukuran kinerja menunjukkan atau mendemonstrasikan akuntabilitas 

perguruan tinggi kepada masyarakat dan juga Pemangku kepentingan lain.  

5. Pengukuran kinerja dapat menurunkan emosi dan mendorong pemecahan 

masalah secara konstruktif. Pengukuran memberikan data konkrit yang 

memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan dengan baik, tidak hanya 

berdasar intuisi saja.  

6. Pengukuran kinerja meningkatkan pengaruh suatu hal dengan pengukuran 

dapat diidentifikasikan wilayah wilayah membutuhkan perhatian dan 

memungkinkan pengaruh positif pada wilayah tersebut.  

7. Perbaikan tidak akan mungkin dilakukan tanpa pengukuran kinerja. Jika 

organisasi tidak mengetahui posisi saat ini, maka tidak mungkin dapat 



23 
 

 

 

ditentukan akan berada di mana, dan akan menjadi seperti apa. Organisasi 

butuh peta untuk dapat menentukan orientasi ke depan 

2.1.5 Aspek – Aspek Pengukuran Kinerja. 

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain 

Mahsun (2013):  

1. Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat belajar untuk menghasilkan keluaran.  

2. Kelompok proses (process) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, 

ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.  

3. Kelompok keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat 

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud tangible maupun tidak 

berwujud intangible. 

4. Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai 

efek langsung.  

5. Kelompok manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir 

dari pelaksanaan kegiatan.  

6. Kelompok dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif 

maupun negatif. 

2.1.6 Satuan dan Kriteria Unit Kerja. 

Menurut Arinda (2021) pengukuran kinerja yang efektif akan memungkinkan 

organisasi seberapa baik dalam menjalankan: 
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1. Apakah organisasi telah mencapai tujuan 

2. Apakah para pengguna layanan perguruan tinggi telah merasa puas 

3. Apakah proses yang diselenggarakan sesuai dengan standar yang ditetapkan 

4. Apakah ada perbaikan dalam sistem perguruan tinggi dan dimana 

Pengukuran kinerja memberkan pada manajemen informasi yang 

dibutuhkan bagi pengambilan keputusan yang cerdas tentang apa yang 

perguruaan tinggi lakukan. Dari uraian diatas dapat disimpulan kinerja 

merupakan gabungan angka dan satuan. Dimana angka memberikan 

gambaran seberapa besar dan satuan memberikan makna atas angka 

tersebut. 

2.1.7 Pengertian Indikator Kinerja. 

Menurut Bastian (2019) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang 

telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran 

(output) dan hasil (outcome). Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor 

keberhasilan utama organisasi (critical success faktors) dan indikator kinerja kunci 

(key performance indicator) (Dwinanda, 2018) 

Dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja dalam sektor publik ini dapat 

mencapai tingkat kinerja dengan sangat baik dengan tujuan yang sudah ditetapkan. 

2.1.8 Peran Indikator Kinerja Bagi Pemerintah 

Menurut Mardiasmo (2018) peran indikator kinerja bagi pemerintah adalah 

sebagai berikut: 
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1. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. 

2. Untuk mengevaluasi target akhir (final outcome) yang dihasilkan 

3. Sebagai masukan untuk menetukan skema insentif manajerial 

4. Memungkinkan pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan. 

5. Untuk menunjukkan standar kinerja 

6. Untuk menunjukkan efektivitas 

7. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya 

yang paling baik untuk untuk mencapai target sasaran. 

8. Untuk menunjukkan wilayah bagian atau proses yang masih potensial untuk 

dilakukan penghematan biaya. 

2.1.9 Pengertian Organisasi 

Menurut Mahsun (2013) organisasi dapat dipahami sebagai sekelompok orang 

yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai 

tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. 

Organisasi merupakan suatu usaha untuk mengkoordinasikan kegiatan sejumlah 

orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dengan 

fungsinya melalui tangggungjawab, organisasi terbentuk apabila suatu usaha 

diperlukan satu orang dalam menyelesaikan suatu kegiatan  

Maka disimpulkan organisasi suatu sekelompok orang berkumpul dalam tugas 

tanggungjawab  untuk mencapai tujuan yang direncanakan bersama. 
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2.1.10 Pengertian Sektor Publik 

Menurut  Mardiasmo  (2018) sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas 

yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan 

pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sisi kebijakan 

sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintah 

yang besar dan nasionalisme versus privatisasi (Bastian, 2019). 

Maka dapat disimpulkan sektor publik adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan kepentingan umum yang menghasilkan barang dan pelayanan publik melalui 

pajak negara lainnya yang diatur dalam hukum. 

2.1.11 Pengertian Organisasi Sektor Publik 

Menurut Basri (2018) Organisasi sektor publik adalah organisasi yang 

menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke 

masyarakat. Organisasi ini dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan 

dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang 

dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dalam hukum Mahsun 

(2013) Organisasi sektor publik tidak akan lepas dari pemerintahan sehingga 

organisasi sektor publik identik dengan pemerintah.  

Dapat dilihat dari pengertian diatas bahwa organisasi sektor publik ini 

bertanggung jawab terhadap pelayanan publik, khususnya bagi pemerintah. 

2.1.12 Pengertian Value For Money 

Value For Money merupakan konsep untuk mengukur ekonomi. Efektivitas, 

dan efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi. Konsep value for money 
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adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering kali 

disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik.  Menurut Mahmudi  

(2016), value for money adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki 

pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja value for money 

adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu 

kegiatan, program, dan organisasi. Menurut Arisaudi (2016) value for money adalah 

tolak ukur terhadap pengukuran kinerja di organisasi pemerintahan yang didasarkan 

dari pengukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Menurut Mahmudi (2016), 

value for money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana 

value for money memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Menurut 

Mardiasmo (2018) konsep pengelolaan organisasi sektor publik mendasar pada tiga 

elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas, dimana uraian dari ketiga 

elemen itu adalah: 

1. Ekonomi 

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (out of input). Dengan 

kata lain ekonomi adalah praktek pembelian barang dan jasa input dengan 

tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan 

(Mardiasmo, 2018). Konsep ekonomi ini sangat terkait dengan konsep biaya 

untuk memperoleh unit input. Ekonomi berarti sumber daya input 

hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah (spending less), yaitu harga 

yang mendekati pasar. Ekonomi artinya hemat dan cermat dalam pengadaan 

dan alokasi sumber daya (Arifani, Salle, & Rante,2018). 
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2. Efisisensi 

Mardiasmo (2018), Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input. 

Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat 

efisiensi suatu organisasi. Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa 

(output) yang dihasilkan sebuah kegiatan aktivitas dengan sumber daya 

(input) yan digunakan. Apabila efisien mampu menghasilakan output 

tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu 

mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (spending well). Efisiensi 

artinya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil yang 

maksimal (Arifani, Salle, & Rante.2018). 

3. Efektivitas. 

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan yang harus 

dicapai. Efektifitas merupakan gambaran dari hasil tingkat pencapaian pada 

program/kegiatan yang sudag ditargetkan. Secara sederhana efektifitas ialah 

pebandingan antara outcome dengan output. Efektivitas artinya berhasil 

guna dalam mencapai tujuan dan sasaran.  

2.1.13 Implementasi Konsep Value For Money. 

Menurut Mardiasmo (dalam Arinda, 2021) value for money tercapai apabila 

organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang 

optimun dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kampanye implementasi konsep 

value for money pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan 
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meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik. Implementasi konsep value for money 

diyakini dapat memperbaiki akuntansi sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor 

publik. 

Menurut Mardiasmo (2018) Manfaat konsep value for money pada organisasi 

sektor publik yaitu: 

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang 

diberikan tepat sasaran.  

2.  Meningkatkan mutu pelayanan publik.  

3. Menurunkan biaya pelayanan publik kinerja inefesiensi dan terjadinya   

penghematan dalam penggunaan input.  

4.  Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik.  

5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai 

akar pelaksanaan akuntabilitas publik. 

2.1.14 Indikator Value For Money 

Indikator value for money  terbagi atas: 

1. Indikator alokasi biaya adalah pembelian barang dan jasa dengan tingkat 

kualitas tertentu pada harga terbaik (spending less). Efisiensi adalah output 

tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendahrendahnya 

(spending well). 

2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas) efektivitas adalah kontribusi 

output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (spending 

wisely). 
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2.1.15 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Judul 
Metode 

Penelitian 
Hasil 

1 Putra 

(2022) 

Analisis Value For 

Money pada 

Kinerja Keuangan 

Dinas Lingkungan 

Hidup dan 

Kehutanan Provinsi 

Riau 

Kualitatif Pada Kinerja Dinas 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Riau 

ini menyatakan kinerja 

yang ekonomis, efisien 

dan tidak efektif. 

2 Arinda 

(2021) 

Analisis Value For 

Money pada 

Kinerja Keuangan 

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan 

Provinsi Riau 

 

Kualitatif Analisis Value For 

Money pada Kinerja 

Keuangan Dinas 

Perpustakaan dan 

Kerarsipan Provinsi Riau 

tahun 2018-2019 bersifat 

ekonomis, efisien dan 

efektif. 

3 Garini 

(2021) 

Analisis Value For 

Money pada 

Laporan 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

(LAKIP) Dinas 

Pendidikan 

Provinsi Riau 

Kualitatif Pada LAKIP Dinas 

Pendidikan Provinsi 

Riau ini menunjukkan 

kinerja yang 

ekonomis,efisien dan 

kurang efektif. 

4 Liana 

(2021) 

Analisis Value 

ForMoney pada 

Kinerja Keuangan 

Dinas Tenaga Kerja 

Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota 

TanjungPinang 

Deskriptif 

Kualitatif 

Kinerja Keuangan 

DTKKUM Kota Tanjung 

Pinang menunjukkan 

Hail kinerja cukup 

ekonomis,tidak efisien 

dan tidak efektif. 

5 Enre 

(2020) 

Analisis Value For 

Money pada 

Anggaran 

Pendapatan pada 

Deskriptif Analisis Value For 

Money pada  Anggaran 

Pendapatan pada 

Pemerintah Kota Medan 
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Pemerintah Kota 

Medan 

dari tahun 2014-2018 

menunjukkan belum 

ekonomis, efisien dan 

cukup efektif. 

6 Putri 

(2020) 

Analisis Value For 

Money pada 

Kinerja Keuangan 

Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa 

Timur 

Deskritif 

Kualitatif 

Kinerja Keuangan Dinas 

Kesehatan  Provinsi 

Jawa Timur 

menunjukkan kinerja 

bersifat ekonomis, belum 

efisien dan efektif. 

7 Dwinanda 

(2018) 

Analisis Value For 

Money Dalam 

Pengukuran Kinerja 

pada Dinas 

Pendidikan Kota 

Yogyakarta 

Deskriptif 

Kualitatif 

Dalam Pengukuran 

Kinerja pada Dinas 

Pendidikan Kota 

Yogyakarta dari tahun 

2013-2017 menyatakan 

kinerja yang ekonomis, 

cukup efisien dan kurang 

efektif. 

Sumber: Olahan Data (2022) 

Hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun 

kerangka yang berkaitan dengan informasi yang ada dalam penulisan tersebut. 

2.2 Hipotesis 

Berdasarkan Telaah pustaka diatas, maka penelitian dapat menarik hipotesis 

yaitu: Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 

Riau belum memenuhi Prinsip Value For Money 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam desain penelitian menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono 

(2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari generalisasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode ini 

supaya dapat dilihat perbandingan apakah Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Riau sudah berjalan mengikuti konsep value for money. 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Riau yang beralamat di jalan Diponegoro Nomor 24A. 

3.3 Defenisi Variabel Penelitian 

1.1.2 Value For Money 

Konsep ini digunakan untuk mengukur sebuah instansi atau pemerintah dalam 

mengelola kinerja keuangan dengan teliti sesuai dengan tiga elemen dalam value for 

money yaitu: 

1 Ekonomis 

Menurut Mardiasmo (2018) cara mengukur tingkat ekonomis adalah: 
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𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠 =
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
 × 100% 

Keterangan : 

Input : Realisasi Anggaran 

Angka nilai yang dimaksud adalah angka realisasi anggaran yang dikeluarkan pada 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 

Provinsi Riau 

Nilai Input : Anggaran 

Angka nilai input yang dimaksud adalah angka target anggaran atau pagu yang 

ditetapkan sebelumnya pada rancangan kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan 

Statistik Provinsi Riau. 

 

Menurut Mahsun (2013) kriteria ekonomis adalah sebagai berikut : 

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (X < 100%) maka, ekonomis atau 

sangat ekonomis.  

2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (X = 100%) maka, ekonomis berimb 

3. ang atau cukup ekonomis. 

4. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X > 100%) maka, tidak ekonomis. 

2. Efisiensi 

Menurut Mardiasmo (2018) cara mengukur tingkat efisiensi adalah: 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
× 100% 

Keterangan: 

Output : Persentase capaian fisik dari program 

Angka output yang dimaksud adalah persentase capaian fisik dari program-program 

yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau. 

Input : Presentase keuangan program 

Angka input yang dimaksud adalah presentase keuangan yang dikeluarkan untuk 

melaksanakan program-program dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 

Provinsi Riau. 
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Menurut Mahsun (2013)  kriteria efisiensi adalah sebagai berikut : 

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (X < 100%) maka, tidak efisien. 

2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (X = 100%) maka, efisiensi 

berimbang atau cukup efisien. 

3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X > 100%) maka, efisien atau sangat 

efisien. 

3. Efektivitas 

Menurut Mardiasmo (2018) cara mengukur tingkat efektivitas adalah: 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
 × 100% 

Keterangan : 

Outcome : Capaian Kinerja  

Angka outcome yang dimaksud adalah realisasi yang telah dicapai akibat pelaksanaan 

program atau kegiatan  

Output : Target Kinerja 

Angka output yang dimaksud adalah rencana output dari program-program yang 

dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau  

 

Menurut Mahsun (2013) dalam kriteria efektivitas adalah : 

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (X < 100%) maka tidak efektif  

2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (X = 100%) maka efektif berimbang 

atau cukup efektif 

3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X > 100%) berarti efektif atau sangat 

efektif.  
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3.3.2 Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan gambaran yang mendeskripsikan keadaan 

keuangan dalam suatu instansi berdasarkan tujuan, standar, dan syarat yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. Menurut Fahmi (2012) yang dimaksud dengan kinerja 

keuangan adalah hasil atau ukuran suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh 

mana suatu organisasi tertentu telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan 

aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 

3. 4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif. Data 

tersebut diperoleh lansung dari sumber yang ditujukan, namun masih perlu ada 

pengolahan data lebih lanjut target realisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Riau tahun anggaran 2019 sampai 2020. 

3.4.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data Primer, yaitu data-data 

yang peneliti dapat lansung dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Riau tanpa adanya perantara lain. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-

dokumen, buku-buku, sumber data tertulis lainnya berupa teori, laporan penelitian 
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dan penelitian sebelumnya. Laporan yang ingin diolah yaitu Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Riau tahun anggaran 2019 sampai 2020. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu proses komunikasi secara lansung dalam penelitian 

guna memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan, dalam percakapan secara 

lansung kepeda pihak-pihak yang terlibat dalam mendapatkan data dan informasi, 

dalam hal ini peneliti informasi dari subbagian keuangan Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Riau beserta para karyawan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis  

deskriptif. Peneliti melakukan pengukuran kinerja dengan konsep value for money. 

Dengan tiga elemen yaitu, ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Dalam pengukuran 

dari elemen tersebut kemudian peneliti akan menjelaskan hasil lalu melakukan 

analisa dari perhitungan elemen tersebut dan melihat apakah kinerja Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statstik Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik atau 

belum. Data-data untuk menghitung ketiga elemen ini didapatkan dari Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun anggaran 2019 sampai 2020. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang beralamat di 

jalan Diponegoro Nomor 24A. 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau memiliki visi yaitu 

“Terwujudnya Layanan Komunikasi, Informatika dan Statistik yang Handal dan 

berdaya saing”. Adapun misinya yaitu “Mewujudkan manajemen penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien, propesional, 

transparan dan akuntabel”. 

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, maka melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dibentuk Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebagai Organisasi Perangkat 

Daerah Baru, kemudian diubah dengan Perda No. 7 tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Riau. Karena berbagai perkembangan dan kebutuhan 

dalam urusan pelayanan dan pemerintahan maka diubah kembali dengan Perda 

Provinsi Riau No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 

4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 

Urutan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, 
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tergolong atas : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat 

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

4. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 

5. Bidang Aplikasi dan Informatika 

6. Bidang Statistik 

7. Bidang Persandian 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Riau pada gambar di bawah ini : 

Gambar 4.1 

Bagan Struktur Organisasi Diskominfotik 

 

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau 
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Dari bagan di atas, Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik Provinsi Riau yaitu : 

1. Kepala Dinas 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau diketuai oleh 

Kepala Dinas. Kepala Dinas memiliki kewajiban menolong Gubernur melakukan 

kegiatan Pemerintahan Otoritas Daerah dan kewajiban dengan cara yang diberikan 

untuk Daerah di bidang komunikasi Informatika, persandian dan statistik. 

Dalam mengerjakan tugas, Kepala Dinas melaksanakan kewajiban pembuatan 

kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, penyelenggaraan penilaian dan peliputan, 

penyelenggaraan manajemen dan dan penyelenggaraan kewajiban lainnya yang 

ditugaskan oleh Gubernur terkait dengan kewajiban di Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik. 

2. Sekretariat 

Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik diketuai oleh 

Sekretaris. Sekretaris memiliki kewajiban melaksanakan sistem, alat, dan penilaian 

pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan, dan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.  

Dalam melakukan kewajibannya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat 

b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

di lingkungan Sekretariat 

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
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sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas 

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik diketui oleh kepala Bidang yang 

berkategori dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik memiliki kewajiban mengerjakan 

sistem, alat dan penilaian pada Seksi Komunikasi Informasi, Seksi Diseminasi 

Informasi, Seksi Multimedia dan Dokumentasi. 

Untuk melakukan kewajibannya, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a. Menyusun program kerja dan rencana operasional pada Bidang Informasi dan 

Komunikasi Publik 

b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

di lingkungan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

c. Melakukan pemantauan, penilaian dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai 

dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas 

d. Melakukan kewajiban kedinasan lain yang diberikan atasan terhadap 

kewajibannya 

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terbagi atas: 

a. Seksi Komunikasi Informasi 

b. Seksi Diseminasi Informasi 

c. Seksi Multimedia dan Dokumentasi 

4. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki kewajiban 
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melakukan sistem, alat dan penilaian terhadap Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi 

Informasi dan Komunikasi, Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi 

dan Komunikasi, dan Seksi Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan 

Komunikasi.  

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan Kebijakan Teknis Infrastruktur Pemberdayaan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

b. Pelaksanaan Kebijakan Infrastruktur Pemberdayaan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

c. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi Bidang Infrastruktur 

Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi  

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Infrastruktur Pemberdayaan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan terhadap 

kewajibannya 

Urutan Organisasi Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government 

terbagi atas: 

a. Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 

b. Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 

c. Seksi Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 

5. Bidang Aplikasi dan Informatika 

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika memiliki kewajiban mengerjakan 



42 
 

 

 

sistem, alat dan penilaian terhadap Seksi Standarisasi Penyelenggaraan Aplikasi dan 

Informatika, Seksi Integrasi dan Interoperabilitas, dan Seksi Pengelolaan dan 

Pengembangan Aplikasi. 

Untuk melakukan kewajibannya, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Aplikasi dan 

Informatika 

b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

di lingkungan Bidang Aplikasi dan Informatika 

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan  tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas 

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan terhadap 

kewajibannya 

Urutan organisasi Bidang Aplikasi dan Informatika, terdiri atas: 

a. Seksi  Standarisasi Penyelenggaraan Aplikasi dan Informatika 

b. Seksi  Integrasi dan Interoperabilitas 

c. Seksi  Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi. 

6. Bidang Statistik 

Kepala Bidang Statistik memiliki kewajiban melaksanakan sistem, sinkronisasi, 

moitoring, fasilitasi, Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan evaluasi pada Seksi 

Statistik Sosial, Seksi Statistik Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dan Seksi 

Infrastruktur dan Kewilayahan. 

Dalam melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala 
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Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan perumusan bahan kebijakan, rencana program dan operasional 

pada Bidang Statistik 

b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program dan standarisasi 

pengelolaan Bidang Statistik 

c. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi data statistik sektoral dengan 

kabupaten/kota di Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat 

d. Penyelenggaran kegiatan peningkatan sumber daya manusia dan atau sumber 

daya aparatur 

e. Pelaksanaankerja sama dengan kementrian/lembaga/departemen/instansi 

(K/L/D/I) terkait dalam pelaksanaan pendataan maupun pengelolaan data 

statistik 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan urusan statistik sektoral 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan terhadap 

kewajibannya 

Bidang Statistik terbagi atas : 

a. Seksi Statistik Sosial 

b. Seksi Statistik Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

c. Seksi Infrastruktur dan Kewilayahan 

7. Bidang Persandian 

Kepala Bidang Persandian memiliki kewajiban melaksanakan sistem, alat dan 
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penilaian terhadap Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi Operasional Pengamanan 

Persandian, Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian. 

Dalam melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Persandian 

b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

di lingkungan Bidang Persandian 

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas 

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan terhadap 

kewajibannya 

Bidang Persandian terbagi atas : 

a. Seksi Tata Kelola Persandian 

b. Seksi Operasional PengamananPersandian 

c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian 

Banyak karyawan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau 

Tahun 2021 yaitu 94 orang PNS, dan 120 orang Tenaga Harian Lepas (THL). 

Mnurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Riau, mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.  
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Dalam melakukan kewajibannya, Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Riau, menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi 

Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, 

Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang 

Persandian 

b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan 

Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan 

Bidang Persandian 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Informasi 

dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan 

Bidang Persandian 

d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Informasi dan 

Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan 

Bidang Persandian 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
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4.2   Hasil Perhitungan Value For Money Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Riau Tahun2019 dan 2020. 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau mempunyai 

Progaram/Kegiatan pada setiap tahunnya. Setiap program/kegiatan dibutuhkan 

anggaran agar program/kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Setiap 

pertanggungjawaban ditulis dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi Riau. 

Pada tahun 2019 terdapat 10 program yang dikerjakan Dinas Komunikasi, 

informatika dan Statistik Provinsi Riau. Berikut nama program dengan kegiatan 

masing-masing. 

Tabel 4.2 

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  

Provinsi Riau  

Tahun 2019 

No Nama Program Kegiatan 

1 Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber      

Daya Air dan Listrik 

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 

   Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

   Penyediaan Alat Tulis Kantor 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Penyediaan Komponen Instalasi    

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

   Penyediaan Makanan dan Minuman 

Rapat- Rapat Koordinai dan  

Konsultasi  ke Luar Daerah 

   Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 

   Inventaris Aset Milik Pemerintah 
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Provinsi Riau 

 2 Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Peralatan dan   

Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Sarana Kearsipan 

3 Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

Pendidikan dan Pelatihan Formal 

Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 

Peningkatan Jiwa Nasionalisme 

4 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 

Penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra) SKPD 

Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Penyampaian OPD dan PPKD 

5 Program Fasilitasi Peningkatan 

SDM Komunikasi dan 

Informasi 

Pembinaan Kelompok Informasi 

Masyarakat 

Pengelolaan Sumber Daya Persandian 

di Pemerintah Daerah 

Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi 

dan Pelaporan Atas Penyelenggaraan 

Pengaman Informasi  

Penyelenggaraan Kontra 

Penginderaan untuk Pengamanan 

Infomasi Pimpinan di Pemerintah 

Daerah 

6 Program Kerjasama Informasi 

dan Media Massa 

Pengembangan Kemitraan Lembaga 

Komunikasi 

Dialog Interaktif Melalui Media 

Televisi Lokal 

7 Program Pengembangan 

Infrastruktur Komunikasi dan 

Informatika 

Pengembangan Sarana dan Prasarana 

Perangkat Jaringan Pemerintah 

Provinsi Riau 

Pengelolaan Bandwitdh Internet dan 

Teknologi VPN Pemerintah Provinsi 

Riau 

Pengembangan dan Pengelolaan 

Command Center Provinsi Riau 

8 Program Pengembangan Pengembangan E-Goverment Provinsi 
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Aplikasi Informatika Riau 

9 Program Pengembangan 

Informasi dan Komunikasi 

Publik 

Pengelolaan Website Riau.Go.Id 

Layanan Informasi Melalui Media 

Center 

Newsroom Pemerintah Provinsi         

Riau 

Pameran Pembangunan TIK Provinsi 

Riau 

Peliputan Acara dan Dokumentasi 

Kegiatan Pemerintah Provinsi Riau 

Layanan Kinerja Komisi Informasi 

Penguatan Kelembagaan KIP serta 

Kerjasama dengan Lembaga 

Pemerintah dan Non Pemerintah 

Pengembangan TV dan Radio 

Streaming Pemerintah Provinsi Riau 

Pembinaan PPID di Provinsi Riau 

Pembinaan Pemahaman Aparatur 

Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik 

10 Program Pengembangan Data Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi 

Data Sektoral Pemerintah Daerah Se-

Provinsi Riau 

Update dan Pengolahan Data Sektoral 

Pemerintah Daerah Se-Provinsi Riau 

Forum Data Sektoral Provinsi Riau 

Pengelolaan Data Center Pemerintah 

Provinsi Riau 

Sumber : LAKIP Diskominfotik Provinsi Riau (2019) 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 11 kegiatan, 

program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mempunyai 4 kegiatan, 

program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mempunyai 3 kegiatan, 

program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan mempunyai 3 kegiatan, program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang 

Komunikasi dan Informasi mempunyai 4 kegiatan, program Kerjasama Informasi 
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dan Media Massa mempunyai 2 kegiatan, program Pengembangan Infrastruktur 

Komunikasi dan Informasi mempunyai 3 kegiatan, program Pengembangan Aplikasi 

Informatika mempunyai 1 kegiatan, program Pengembangan Informasi dan 

Komunikasi Publik mempunyai 10 kegiatan, program Pengembangan Data/Informasi 

mempunyai 4 kegiatan. 

Pada tahun 2020, terdapat 7 program yang dikerjakan Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Berikut nama- nama program tersebut. 

 

Tabel 4.3 

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Riau 

Tahun 2020 

No Nama Program Kegiatan 

1 Program Pelayanan 

Administrasi Kantor 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

Penyediaan Alat Tulis Kantor 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Penyediaan Makanan dan Minuman 

Rapat-Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah 

Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 

Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan 

Kebangsaan  Aparatur Pemerintah 

Provinsi Riau 

Pengelolaan Barang Milik Daerah 

OPD 

2 Program Peningkatan Sarana Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 
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dan Prasarana Aparatur Kantor 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 

Gedung Kantor 

3 Program Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

Pengadaan Pakaian Dinas beserta 

Perlengkapannya 

4 Program Pengembangan 

Infrastruktur Komunikasi dan 

Informatika 

Pengelolaan dan Pengembangan 

Sarana dan Prasarana Perangkat 

Jaringan Data Center 

Pengelolaan dan Pengembangan 

Command Center 

 Pembinaan Kemitraan Kelompok 

Informasi Masyarakat dan Pelibatan 

Komunitas Masyarakat dan 

Keterbukaan Informasi 

5 Program Penyelenggaraan 

Sistem Pemerintah Berbasis 

Elektronik 

Penyusunan Kebijakan Internal 

Layanan SPBE 

Pengembangan E-Goverment Provinsi 

Riau 

Pengelolaan Multimedia dan 

Dokumentasi Pemerintah Provinsi 

Riau 

Pembinaan PPID di Provinsi Riau 

 Penyebarluasan Informasi 

Pengelolaan Data dan 

Interoperabilitas Provinsi Riau 

Layanan Kinerja Komisi Informasi 

Provinsi Riau 

Penguatan Kelembagaan KIP serta 

Kerjasama dengan Lembaga 

Pemerintah dan Non Pemerintah 

Pengelolaan Bandwitdh Internet da 

Teknologi VPN Pemerintah Provinsi 

Riau 

6 Program Penyelenggaraan 

Statistik 

Pembinaan Penyelenggaraan Data 

Sektoral dan Spesial 

Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi 

Data Sektoral Pemerintah Daerah 

Provinsi Riau 

Update dan Pengelolaan Data Sektoral 

Pemerintah Daerah Se- Provinsi Riau 

7 Program Penyelenggaraan 

Persandian 

Tata Kelola Keamanan Informasi 

Pengembangan Layanan Keamanan 
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Informasi 

Pengawasan dan Evaluasi Keamanan 

Informasi 

Sumber : LAKIP Diskominfotik Provinsi Riau (2020) 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 13 kegiatan, program 

Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur mempunyai 2 kegiatan, program 

Peningkatan Disiplin Aparatur mempunyai 1 kegiatan, program Pengembangan 

Infrastruktur Komunikasi dan Informatika mempunyai 3 kegiatan, program 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektonik mempunyai 9 kegitan, 

program Penyelenggaraan Statistik mempunyai 3 kegiatan, program Penyelenggaraan 

Persandian mempunyai 3 kegiatan. 

Ada 3 elemen penting dalam perhitungan value for money yaitu ekonomis, 

efisiensi dan efektivitas 

1.       Ekonomis 

Menurut Mardiasmo (2018) cara menghitung tingkat ekonomi: 

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠 =
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
 × 100% 

 

Dikatakan input adalah  realisasi anggaran sedangkan nilai input adalah anggran 

yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik 

Provinsi Riau. Berikut ini perbandingan perhitungan ekonomis pada suatu program 

beserta kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020. 
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Tabel 4.4 

Hasil Perbandingan Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik  

Provinsi Riau 

Tahun 2019 dan 2020 (dalam ribuan) 

Program Kegiatan 
Realisasi Anggaran % 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Program 

Pelayana

n 

Administ

rasi 

Perkantor

an 

 

 

 

 

 

Penyediaa

n Jasa 

Surat 

Menyurat 

6.300 6.198 10.000 6.198 63,00 100,00 

Penyediaa

n Jasa 

Komunika

si,SDA 

dan Listrik 

38.357 6.117 123.00 7.500 31,33 81,56 

Penyediaa

n Jasa 

Pemelihar

aan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Ope

rasional 

156.849 195.163 202.950 213.060 77,28 91,60 

Penyediaa

n 

Peralatan 

dan 

Perlengka

pa Kantor 

25.374 28.250 48.500 70.000 52,32 40,36 

Penyediaa

n Jasa 

Kebersiha

n Kantor 

48.931 135.934 50.097 138.200 97,67 98,36 

Penyediaa

n Alat 

Tulis 

Kantor 

85.980 171.954 86.175 173.706 99,77 98,99 

Penyediaa

n Barang 

Cetakan 

dan 

Pengganda

an 

49.748 57.073 50.000 57.901 99,50 98,57 
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Penyediaa

n 

Kompone

n Instalasi 

Listrik/Pe

nerangan 

Bangunan 

Kantor 

24.129 111.119 25.000 115.000 96,52 96,63 

Penyediaa

n 

Makanan 

dan 

Minuman 

209.893 206.777 210.095 211.912 99,90 97,58 

Rapat-

Rapat 

Koordinas

i dan 

Konsultasi 

ke Luar 

Daerah 

644.071 355.338 644.584 361.054 99,92 98,42 

Penyediaa

n Jasa 

Administr

asi Kantor 

60.000 155.848 60.000 168.000 100,00 92,77 

Inventaris 

Aset Milik 

Pemerinta

h Provinsi 

Riau 

33.145 - 33.318 - 99,48 - 

Peningkat

an Jiwa 

Nasionalis

me dan 

Kebangsaa

n Aparatur 

59.557 - 59.557 - 100,00 - 

Pengelolaa

n Barang 

Milik 

OPD 

- 18.040 - 19.470 - 92,66 

Program 

Peningkat

an Sarana 

dan 

Prasarana 

Aparatur 

Pemelihar

aan 

Rutin/Ber

kala 

Gedung 

Kantor 

49.800 76.941 50.000 77.500 99,60 99,28 
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Pemelihar

aan 

Rutin/Ber

kala 

Peralatan 

dan 

Perlengka

pan 

Kantor 

109.210 161.258 113.450 208.750 96,26 77,25 

Penyediaa

n Sarana 

Kearsipan 
38.869 - 40.000 - 97,17 - 

Program 

Peningkat

an 

Kapasitas 

SDA 

Pendidika

n dan 

Pelatihan 

Formal 

55.557 - 59.114 - 93,98 - 

Pembinaa

n Fisik 

dan 

Mental 

Aparatur 

110.030 - 111.000 - 99,13 - 

Program 

Peningkat

an 

Disiplin 

Aparatur 

Pengadaan 

Pakaian 

Dinas 

beserta 

Perlengka

pannya 

- - - - - - 

Program 

Peningkat

an 

Pengemb

angan 

Sistem 

Pelaporan 

Capaian 

Kinerja 

dan 

Keuanga

n 

Penyusuna

n Rencana 

Kerja 

SKPD 

23.523 - 26.610 - 88,40 - 

Penyusuna

n Rencana 

Strategis 

SKPD 

25.342 - 26.804 - 94,55 - 

Penyusuna

n 

Pelaporan 

Keuangan 

Penyampa

ian OPD 

dan PPKD 

59.857 - 62.500 - 95,77 - 

Program 

Pengemb

angan 

Infrastruk

tur 

Komunik

asi dan 

Informati

Pengelolaa

n dan 

Pengemba

ngan 

Sarana dan 

Prasarana 

Perangkat 

Jaringan 

- 
2.824.89

8 
- 3.156.224 - 89,50 
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ka Data 

Cente 

Pengelolaa

n dan 

Pengemba

ngan 

Command 

Center 

- 234.388 - 245.400 - 95,51 

Pembinaa

n 

Kemitraan 

Kelompok 

Informasi 

dan 

Masyaraka

t dan 

Pelibatan 

Komunitas 

Masyaraka

t 

danKeterb

ukaan 

Informasi 

- 13.636 - 17.136 - 79,58 

Program 

Fasilitasi 

Peningkat

an SDM 

Bidang 

Komunik

asi dan 

Informasi 

Pembinaa

n 

Kelompok 

Informasi 

Masyaraka

t 

80.969 - 142.954 - 56,64 - 

Pengelolaa

n Sumber 

Daya 

Persandiaa

n 

115.216 - 122.386 - 94,14 - 

Pelaksana

an 

Pengawas

an, 

Evaluasi 

dan 

Pelaporan 

atas 

Penyeleng

garaan 

Pengaman

an 

Informasi 

83.481 - 101.448 - 82,29 - 



56 
 

 

 

Penyeleng

garaan 

Kontra 

Penginder

aan untuk 

Pengaman

an 

Informasi 

Pimpinan 

di 

Pemerinta

h Daerah 

229.196 - 240.602 - 95,26 - 

Program 

Penyelen

ggaraan 

Sistem 

Pemerint

ah 

Berbasis 

Elektroni

k 

  

Penyusuna

n 

Kebijakan 

Internal  

layanan 

SPBE 

- 170.718 - 179.942 - 94,87 

Pengemba

ngan E-

Govermen

t Prov. 

Riau 

- 590.887 - 614.100 - 96,22 

Pengelolaa

n 

Multimedi

a dan 

Dokumtasi 

Prov. Riau 

- 
1.835.32

8 
- 1.989.216 - 92,26 

Pembinaa

n PPID di 

Prov. Riau 

- 368.355 - 384.056 - 95,91 

Penyebarl

uasan 

Informasi 

- 880.721 - 890.620 - 98,89 

Pengelolaa

n Data dan 

Interopera

bilitas 

Prov. Riau 

- 162.171 - 165.618 - 97,92 

Layanan 

Kinerja 

Komisi 

Informasi 

Prov. Riau 

- 
1.459.67

8 
- 1.469.005 - 99,37 
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Penguatan 

Kelembag

aan KIP 

serta 

Kerjasama 

dengan 

Lembaga 

Pemerinta

h dan Non 

Pemerinta

h 

- 472.328 - 527.673 - 89,51 

Pengelolaa

n 

Bandwitdh 

Internet 

dan 

Teknologi 

VPN 

Pemerinta

h Prov. 

Riau 

- 
3.039.12

2 
- 3.247.155 - 93,59 

Program 

Kerjasam

a 

Informasi 

dan 

Media 

Massa 

Pengemba

ngan 

Kemitraan 

Lembaga 

Komunika

si 

76.212 - 78.068 - 97,62 - 

Dialog 

Interaktif 

Melalui 

Media 

Televisi 

Lokal 

43.864 - 45.000 - 97,48 - 

Program 

Penyelen

ggaraan 

Statistik 

Pembinaa

n 

Penyeleng

garaan 

Data 

Sektoral 

- 26.921 - 34.661 - 77,67 

Identifikas

i, 

Sinkronisa

si, 

Integrasi 

Data 

Sektoral 

Pemerinta

h Daerah 

se-Prov. 

Riau 

- 113.774 - 133.662 - 85,12 
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Update 

dan 

Pengelolaa

n Data 

Sektoral 

Pemerinta

h Daerah 

se-Prov. 

Riau 

- 151.528 - 158.179 - 95,80 

Program 

Pengemb

angan 

Infrastukt

ur 

Komunik

asi dan 

Informati

ka 

Pengemba

ngan 

Sarana dan 

Prasarana 

Perangkat 

Jaringan 

Pemerinta

h Prov. 

Riau 

227.649 - 468.648 - 48,58 - 

Pengelolaa

n 

Bandwitdh 

Internet 

dan 

Teknologi 

VPN Prov. 

Riau 

1.160.92

5 
- 

1.207.41

7 
- 96,15 - 

Pengemba

ngan dan 

Pengelolaa

n 

Command 

Center 

Prov. Riau 

276.791 - 302.652 - 91,46 - 

Program 

Penyelen

ggaraan 

Persandia

n 

Tata 

Kelola 

Keamanan 

Informasi 

- 107.911 - 111.354 - 96,91 

Pengemba

ngan 

Layanan 

Keamanan 

Informasi 

- 72.454 - 75.580 - 95,86 

Pengawas

an dan 

Evaluasi 

Keamanan 

Informasi 

- 46.348 - 47.542 - 97,49 
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Program 

Pengemb

angan 

Aplikasi 

Informati

ka 

Pengemba

ngan E-

Govermen

t Prov. 

Riau 

748.744 - 803.000 - 93,24 - 

Program 

Pengemb

angan 

Informasi 

dan 

Komunik

asi Publik 

Pengelolaa

n Website 

Riau.Go.I

d 

126.467 - 137.877 - 91,72 - 

Layanan 

Informasi 

Melalui 

Media 

Center 

162.010 - 174.952 - 92,60 - 

Newsroom 

Pemerinta

h Prov. 

Riau 

367.947 - 521.825 - 70,51 - 

Pameran 

Pembangu

nan TIK 

Prov. Riau 

49.525 - 50.000 - 99,05 - 

Peliputan 

Acara dan 

Dokument

asi 

Kegiatan 

Pemerinta

h Prov. 

Riau 

808.201 - 880.530 - 91,79 - 

Layanan 

Kinerja 

Komisi 

Informasi 

1.682.57

0 
- 

1.727.45

4 
- 97,40 - 

Penguatan 

Kelembag

aan KIP 

serta 

Kerjasama 

dengan  

Lembaga 

Pemerinta

h dan Non 

Pemerinta

h 

257.603 - 285.859 - 90,12 - 
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Pengemba

ngan TV 

dan Radio 

Streaming 

Prov. Riau 

0 - 24.000 - 0 - 

Pembinaa

n PPID di 

Prov. Riau 
165.119 - 208.684 - 79,12 - 

Pembinaa

n 

Pemahama

n Aparatur 

Tentang 

Keterbuka

an 

Informasi 

Publik 

350.825 - 410.522 - 85,46 - 

Program 

Pengemb

angan 

Data/Info

rmasi 

Identifikas

i, 

Sinkronisa

si, 

Integrasi 

Data 

Sektoral 

Pemerinta

h Daerah 

se-Prov. 

Riau 

207.857 - 267.541 - 77,69 - 

Update 

dan 

Pengolaha

n Data 

Sektoral 

Pemerinta

h Daerah 

se-Prov. 

Riau 

274.854 - 286.284 - 96,01 - 

Forum 

Data 

Sektoral 

Prov. Riau 

58.764 - 68.278 - 86,07 - 

Pengelolaa

n Data 

Center 

Pemerinta

h Prov. 

Riau 

147.906 - 156.986 - 94,22 - 

Ekonomis 
9.617.21

7 

14.257.1

76 

10.682.7

26 

15.275.374 90,03 93,33 
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Sumber: Data Olahan (2022) 

Pada tabel 4.4, dalam perhitungan rasio ekonomis di tahun 2019 pada Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah 90,03% dimana 

perhitungan terkecil sebesar 31,33% terdapat pada kegiatan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan perhitungan terbesar sebesar 100% 

terdapat pada kegiatan Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur dan 

Penyediaan Jasa Administrasi Kantor. 

Pada perhitungan rasio ekonomis di tahun 2020 pada Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah 93,33% dimana perhitungan terkecil 

sebesar 40,36% terdapat pada kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor dan perhitungan terbesar sebesar 100% terdapat pada kegiatan Peyediaan Jasa 

Surat Menyurat. 

 Maka berdasarkan kriteria perhitungan ekonomis pada tahun 2019 dan 2020 

dikatakan bahwa program/kegiatan yang dilakukakan Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik Provinsi Riau dinyatakan ekonomis. Dalam perhitungan rasio ekonomis 

pada tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,3% kenaikan ini 

terjadi karena nilai perhitungan ekonomis pada tahun 2020 sudah terjadi pengurangan 

anggaran sebesar 3,3% dibandingkan pada tahun 2019. Maka dapat disimpulkan 

bahwa rasio ekonomis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau 

pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan secara signifikan.  

Sehingga dalam perhitungan ekonomis tersebut menyatakan bahwa kinerja 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 
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dikatakan baik karena sudah sesuai dengan konsep ekonomis adalah menghemat 

anggaran dalam melakukan program/kegiatan dalam suatu instansi dengan rasio 

ekonomis dibawah 100%. 

Disamping itu, peneliti juga mengukur kriteria rasio ekonomis pada semua 

program/kegiatan yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Kriteria Pengukuran Rasio Ekonomis pada Program/Kegiatan Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau  

Tahun 2019 dan 2020 

Kriteria 

2019 2020 

Jumlah 

Kegiatan 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Kegiatan 

Persentase 

(%) 

Ekonomis 43 96,00 33 97,00 

Ekonomis Berimbang 2 4,00 1 3,00 

Tidak Ekonomis 0 0 0 0 

Jumlah 45 100,00 34 100,00 

     Sumber: Olahan Data (2022) 

Pada tabel 4.5, tahun 2019 nilai perhitungan ekonomis pada kegiatan Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau menjalankan 45 kegiatan yang 

di kerjakan, dimana perhitungan terkecil sebesar 0% dan perhitungan terbesar sebesar 

100%. Terdapat 43 kegiatan dengan nilai ekonomis dibawah 100% dan terdapat 2 

kegiatan nilai ekonomis berimbang 100%. Dan pada tahun 2020 nilai perhitungan 

ekonomis kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau 

menjalankan 34 kegiatan yang dikerjakan, dimana perhitungan terkecil sebesar 0% 

dan perhitungan terbesar 100%. Terdapat 33 kegiatan dengan nilai ekonomis dibawah 

100% dan terdapat 1 kegiatan dengan nilai ekonomis berimbang 100%. 
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2.      Efisiensi 

Menurut Mardiasmo (2018) cara menghitung efisiensi yaitu: 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
× 100% 

 

Dikatakan bahwa dalam perhitungan ini output ialah persentase pencapaian 

fisik kegiatan, sedangkan Input ialah persentase pencapaian keuangan yang 

dijalankan sebelumnya oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 

Riau pada tahun 2019. Berikut ini ialah perbandingan perhitungan rasio efisiensi pada 

semua kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Riau tahun 2019 dan 2020. 

Tabel 4.6 

Hasil Perbandingan Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statsitik  

Provinsi Riau 

Tahun 2019 dan 2020 

Program Kegiatan 
Realisasi Fisik 

Realisasi 

Keuangan 
% 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 64,91 100,00 63,00 100,00 103,03 100,00 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

SDA dan Listrik 

100,00 89,00 31,33 81,56 319,18 109,12 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan 

dan Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasio

nal 

100,00 95,62 77,28 91,60 129,39 104,38 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

66,67 42,86 52,32 40,36 127,42 106,19 

Penyediaan Jasa 

Kebersihan 

Kantor 

98,55 100,00 97,67 98,36 100,90 101,66 
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Penyediaan Alat 

Tulis Kantor 
99,77 100,00 99,77 98,99 100,00 101,02 

Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan 

99,98 99,00 99,50 98,57 100,48 100,43 

Penyediaan 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerang

an Bangunan 

Kantor 

96,52 99,00 96,52 96,63 100,00 102,45 

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman 

99,98 99,00 99,90 97,58 100,08 101,45 

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi ke 

Luar Daerah 

97,71 99,00 99,92 98,42 97,78 100,58 

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Kantor 

100,00 100,00 100,00 92,77 100,00 107,79 

Inventaris Aset 

Milik 

Pemerintah 

Provinsi Riau 

100,00 - 99,48 - 100,52 - 

Peningkatan 

Jiwa 

Nasionalisme 

dan Kebangsaan 

Aparatur 

100,00 - 100,00 - 100,00 - 

Pengelolaan 

Barang Milik 

OPD 

 97,43 - 92,66 - 105,14 

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 

100,00 100,00 99,60 99,28 100,40 100,72 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

96,30 100,00 96,26 77,25 100,04 129,44 

Penyediaan 

Sarana 

Kearsipan 

98,63 - 97,17 - 101,50 - 

Program 

Peningkatan 

Kapasitas SDA 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Formal 

69,81 - 93,98 - 74,28 - 

Pembinaan 

Fisik dan 

Mental Aparatur 

98,00 - 99,13 - 98,86 - 

Program 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

Pengadaan 

Pakaian Dinas 

beserta 

Perlengkapanny

a 

- - - - - - 
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Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

Penyusunan 

Rencana Kerja 

SKPD 

100,00 - 88,40 - 113,12 - 

Penyusunan 

Rencana 

Strategis SKPD 

100,00 - 94,55 - 100,45 - 

Penyusunan 

Pelaporan 

Keuangan 

Penyampaian 

OPD dan PPKD 

100,00 - 95,77 - 104,41 - 

Program 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Komunikasi dan 

Informatika 

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sarana dan 

Prasarana 

Perangkat 

Jaringan Data 

Center 

- 93,48 - 89,50 - 104,44 

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Command 

Center 

- 99,85 - 95,51 - 104,54 

Pembinaan 

Kemitraan 

Kelompok 

Informasi dan 

Masyarakat dan 

Pelibatan 

Komunitas 

Masyarakat 

danKeterbukaan 

Informasi 

- 100,00 - 79,58 - 126,65 

Program Fasilitasi 

Peningkatan SDM 

Bidang Komunikasi 

dan Informasi 

Pembinaan 

Kelompok 

Informasi 

Masyarakat 

71,99 - 56,64 - 127,10 - 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Persandiaan 

99,79 - 94,14 - 106,00 - 

Pelaksanaan 

Pengawasan, 

Evaluasi dan 

Pelaporan atas 

Penyelenggaraa

n Pengamanan 

Informasi 

94,93 - 82,29 - 115,36 - 

Penyelenggaraa

n Kontra 

Penginderaan 

untuk 

Pengamanan 

Informasi 

Pimpinan di 

Pemerintah 

Daerah 

99,95 - 95,26 - 104,92 - 

Program Penyusunan - 100,00 - 94,87 - 105,40 
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Penyelenggaraan 

Sistem Pemerintah 

Berbasis Elektronik 

  

Kebijakan 

Internal  

layanan SPBE 

Pengembanga 

E-Goverment 

Prov. Riau 

- 99,96 - 96,22 - 103,88 

Pengelolaan 

Multimedia dan 

Dokumtasi 

Prov. Riau 

- 100,00 - 92,26 - 108,38 

Pembinaan 

PPID di Prov. 

Riau 

- 100,00 - 95,91 - 104,26 

Penyebarluasan 

Informasi 
- 100,00 - 98,89 - 101,12 

Pengelolaan 

Data dan 

Interoperabilitas 

Prov. Riau 

- 100,00 - 97,92 - 102,12 

Layanan 

Kinerja Komisi 

Informasi Prov. 

Riau 

- 100,00 - 99,37 - 100,63 

Penguatan 

Kelembagaan 

KIP serta 

Kerjasama 

dengan 

Lembaga 

Pemerintah dan 

Non Pemerintah 

- 100,00 - 89,51 - 111,71 

Pengelolaan 

Bandwitdh 

Internet dan 

Teknologi VPN 

Pemerintah 

Prov. Riau 

- 99,85 - 93,59 - 106,68 

Program Kerjasama 

Informasi dan 

Media Massa 

Pengembangan 

Kemitraan 

Lembaga 

Komunikasi 

96,92 - 97,62 - 99,28 - 

Dialog 

Interaktif 

Melalui Media 

Televisi Lokal 

98,93 - 97,48 - 101,48 - 

Program 

Penyelenggaraan 

Statistik 

Pembinaan 

Penyelenggaraa

n Data Sektoral 

- 100,00 - 77,67 - 128,74 

Identifikasi, 

Sinkronisasi, 

Integrasi Data 

Sektoral 

Pemerintah 

Daerah se-Prov. 

Riau 

- 97,81 - 85,12 - 114,90 

Update dan - 100,00 - 95,80 - 104,38 
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Pengelolaan 

Data Sektoral 

Pemerintah 

Daerah se-Prov. 

Riau 

Program 

Pengembangan 

Infrastuktur 

Komunikasi dan 

Informatika 

Pengembangan 

Sarana dan 

Prasarana 

Perangkat 

Jaringan 

Pemerintah 

Prov. Riau 

49,71 - 48,58 - 102,32 - 

Pengelolaan 

Bandwitdh 

Internet dan 

Teknologi VPN 

Prov. Riau 

100,00 - 96,15 - 104,00 - 

Pengembangan 

dan Pengelolaan 

Command 

Center Prov. 

Riau 

79,78 - 91,46 - 87,22 - 

Program 

Penyelenggaraan 

Persandian 

Tata Kelola 

Keamanan 

Informasi 

- 100,00 - 96,91 - 103,18 

Pengembangan 

Layanan 

Keamanan 

Informasi 

- 99,83 - 95,86 - 104,14 

Pengawasan dan 

Evaluasi 

Keamanan 

Informasi 

- 100,00 - 97,49 - 102,57 

Program 

Pengembangan 

Aplikasi 

Informatika 

Pengembangan 

E-Goverment 

Prov. Riau 
77,69 - 93,24 - 83,32 - 

Program 

Pengembangan 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Pengelolaan 

Website 

Riau.Go.Id 

82,24 - 91,72 - 89,86 - 

Layanan 

Informasi 

Melalui Media 

Center 

92,60 - 92,60 - 100,00 - 

Newsroom 

Pemerintah 

Prov. Riau 

97,49 - 70,51 - 138,26 - 

Pameran 

Pembangunan 

TIK Prov. Riau 

100,00 - 99,05 - 100,95 - 

Peliputan Acara 

dan 

Dokumentasi 

Kegiatan 

Pemerintah 

Prov. Riau 

89,27 - 91,79 - 97,25 - 



68 
 

 

 

Layanan 

Kinerja Komisi 

Informasi 

98,93 - 97,40 - 101,57 - 

Penguatan 

Kelembagaan 

KIP serta 

Kerjasama 

dengan  

Lembaga 

Pemerintah dan 

Non Pemerintah 

99,86 - 90,12 - 110,80 - 

Pengembangan 

TV dan Radio 

Streaming Prov. 

Riau 

- - - - - - 

Pembinaan 

PPID di Prov. 

Riau 

81,26 - 79,12 - 102,70 - 

Pembinaan 

Pemahaman 

Aparatur 

Tentang 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik 

97,43 - 85,46 - 114,00 - 

Program 

Pengembangan 

Data/Informasi 

Identifikasi, 

Sinkronisasi, 

Integrasi Data 

Sektoral 

Pemerintah 

Daerah se-Prov. 

Riau 

96,96 - 77,69 - 124,80 - 

Update dan 

Pengolahan 

Data Sektoral 

Pemerintah 

Daerah se-Prov. 

Riau 

95,05 - 96,01 - 99,00 - 

Forum Data 

Sektoral Prov. 

Riau 

92,37 - 86,07 - 107,31 - 

Pengelolaan 

Data Center 

Pemerintah 

Prov. Riau 

80,26 - 94,22 - 85,18 - 

Efisiensi 92,28 97,24 90,03 93,33 102,50 104,19 

Sumber: Data Olahan (2022) 

Pada tabel 4.6, dalam perhitungan rasio efisiensi di tahun 2019 pada Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah 102,50% dimana 

perhitungan terkecil sebesar 74,28% terdapat pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 
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Formal dan perhitungan terbesar sebesar 319,18% terdapat pada kegiatan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 

Pada perhitungan rasio efisiensi di tahun 2020 pada Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah 104,19% dimana perhitungan terkecil 

sebesar 100% terdapat pada kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan 

perhitungan terbesar sebesar 129,44% terdapat pada kegiatan Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor. 

Pada tahun 2019 dalam perhitungan efisiensi pada semua program/kegiatan 

yang dijalankan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebesar 

102,50% dan berdasarkan kriteria perhitungan efisiensi pada Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Riau dikatakan efisien. Begitu juga pada tahun 

2020 perhitungan efisiensi pada semua program/kegiatan yang dijalankan Dinas 

Komunuikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebesar 104,19% sehingga 

dikategorikan efisiensi berdasarkan krtieria perhitungan yang ditetapkan. Dalam 

perhitungan rasio efisiensi pada tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan 

sebesar 1,69% kenaikan ini terjadi karena pada tahun 2020 Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Riau sanggup menghemat dana untuk memperoleh 

output yang maksimal dibandingkan peiode sebelumnya. 

Sehingga dalam hal perhitungan efisiensi pada tahun 2019 dan 2020 kinerja 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dikatakan baik karena 

sudah sesuai dengan konsep efisiensi adalah memperoleh persentase fisik 
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program/kegiatan yang maksimal dengan persentase keuangan yang lebih rendah 

dengan rasio efisiensi lebih dari 100%. 

Disamping itu, peneliti juga mengukur kriteria rasio efisiensi pada semua 

program/kegiatan yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Kriteria Pengukuran Rasio Efisiensi pada Program/Kegiatan Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau  

Tahun 2019 dan 2020 

Kriteria 

2019 2020 

Jumlah 

Kegiatan 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Kegiatan 

Persentase 

(%) 

Tidak Efisien 11 24,00 2 6,00 

Efisien Berimbang 5 11,00 1 3,00 

Efisien 29 64,00 31 91,00 

Jumlah 45 100,00 34 100,00 

     Sumber: Olahan Data (2022) 

Pada tabel 4.7, tahun 2019, ada 11 kegiatan dengan nilai efisiensi dibawah 

100%, 5 kegiatan pada nilai sama dengan 100% dan, 29 kegiatan dengan nilai 

efisiensi persentase lebih dari 100%. Pada tahun 2020, ada 2 kegiatan dengan nilai 

efisiensi persentase dibawah 100%, 1 kegiatan dengan persentase efisiensi sama 

dengan 100%, dan 31 kegiatan dengan nilai efisiensi persentase lebih dari 100%. 

3.      Efektivitas 

Elemen perhitungan terakhir yaitu efektivitas, Menurut Mardiasmo (2018) cara 

menghitung tingkat efisiensi adalah: 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
× 100% 
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Dikatakan bahwa outcome adalah capaian realisasi dari suatu program/kegiatan, 

sedangkan output sendiri adalah angka hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada tahun 2019. Berikut 

ini adalah perbandingan perhitungan dari nilai efektivitas pada setiap program serta 

kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020. 

Tabel 4.8 

Hasil Perbandingan Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik 

Provinsi Riau 

Tahun 2019 dan 2020 

Program Kegiatan 
Realisasi Hasil Rencana Hasil % 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Program 
Pelayanan 

Administra

si 
Perkantoran 

Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

1.050 
Materai 

1.033 
Materai 

1.050 
Materai 

1.033 
Materai 

100,00 100,00 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, SDA 
dan Listrik 

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00 100,00 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 
Dinas/Operasional 

18 Unit 18 Unit 18 Unit 18 Unit 100,00 100,00 

Penyediaan 

Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor 

2 Unit 1 Unit 3 Unit 4 Unit 66,67 25,00 

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 
45 Jenis 12 Bulan 45 Jenis 12 Bulan 100,00 100,00 

Penyediaan Alat 

Tulis Kantor 
40 Jenis 37 Jenis 40 Jenis 37 Jenis 100,00 100,00 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

12 Bulan 22 Jenis 12 Bulan 22 Jenis 100,00 100,00 

Penyediaan 

Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

37 Jenis 10 Jenis 37 Jenis 10 Jenis 100,00 100,00 

Penyediaan 
Makanan dan 

Minuman 

9.433 

Porsi 

13.400 

Porsi 
9.433 Porsi 

13.452 

Porsi 
100,00 99,61 

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi ke Luar 

Daerah 

12 Bulan 12 Bulan 12  Bulan 12 Bulan 100,00 100,00 

Penyediaan Jasa 
Administrasi Kantor 

2  
Orang 

4  
Orang 

2  
Orang 

4  
Orang 

100,00 100,00 

Inventaris Aset 

Milik Pemerintah 

3 

Dokumen 
- 3 Dokumen - 100,00 - 
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Provinsi Riau 

Peningkatan Jiwa 

Nasionalisme dan 
Kebangsaan 

Aparatur 

1000 
Orang 

- 1000 Orang - 100,00 - 

Pengelolaan Barang 
Milik Pemerintah 

- 3 Dokumen  
3 

Dokumen 
- 100,00 

Program 

Peningkata

n Sarana 
dan 

Prasarana 

Aparatur 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 

4 Unit 4 Ruang 4 Unit 4 Ruang 100,00 100,00 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor 

138 Unit 272 Unit 144 Unit 272 Unit 95,83 100,00 

Penyediaan Sarana 

Kearsipan 
5 Unit - 6 Unit - 83,33 - 

Program 

Peningkata

n Kapasitas 
SDA 

Pendidikan dan 

Pelatihan Formal 
6 Orang - 8 Orang - 75,00 - 

Pembinaan Fisik dan 

Mental Aparatur 
76 Orang - 76 Orang - 100,00 - 

Program 

Peningkata

n Disiplin 
Aparatur 

Pengadaan Pakaian 

Dinas beserta 

Perlengkapannya 
- - - - - - 

Program 

Peningkata
n 

Pengemban

gan Sistem 
Pelaporan 

Capaian 

Kinerja dan 
Keuangan 

Penyusunan 

Rencana Kerja 
SKPD 

1 

Dokumen 
- 1 Dokumen - 100,00 - 

Penyusunan 

Rencana Strategis 

SKPD 

1 
Dokumen 

- 1 Dokumen - 100,00 - 

Penyusunan 

Pelaporan Keuangan 

Penyampaian OPD 
dan PPKD 

5 

Dokumen 
- 5 Dokumen - 100,00 - 

Program 

Pengemban

gan 
Infrastruktu

r 

Komunikas
i dan 

Informatika 

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sarana dan 
Prasarana Perangkat 

Jaringan Data 

Center 

- 1 Unit - 1 Unit - 100,00 

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Command Center 

- 1 Unit - 1 Unit - 100,00 

Pembinaan 
Kemitraan 

Kelompok Informasi 

dan Masyarakat dan 
Pelibatan Komunitas 

Masyarakat 

danKeterbukaan 
Informasi 

- 
0 

Kelompok 
- 

7 

Kelompo

k 

- 0 

Program 

Fasilitasi 
Peningkata

n SDM 

Bidang 
Komunikas

i dan 

Informasi 

Pembinaan 

Kelompok Informasi 
Masyarakat 

30 

Kelompo
k 

- 
30 

Kelompok 
- 100,00 - 

Pengelolaan Sumber 

Daya Persandiaan 
4 Orang - 12 Orang - 33,33 - 

Pelaksanaan 
Pengawasan, 

Evaluasi dan 

Pelaporan atas 
Penyelenggaraan 

Pengamanan 

1 

Dokumen 
- 1 Dokumen - 100,00 - 
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Informasi 

Penyelenggaraan 

Kontra 
Penginderaan untuk 

Pengamanan 

Informasi Pimpinan 
di Pemerintah 

Daerah 

6 
Aplikasi 

- 6 Aplikasi - 100,00 - 

Program 
Penyelengg

araan 

Sistem 
Pemerintah 

Berbasis 

Elektronik 

  

Penyusunan 
Kebijakan Internal  

layanan SPBE 

- 2 Peraturan - 
2 

Peraturan 
- 100,00 

Pengembanga E-

Goverment Prov. 
Riau 

- 6 Aplikasi - 
6 

Aplikasi 
- 100,00 

Pengelolaan 

Multimedia dan 
Dokumtasi Prov. 

Riau 

- 300 Kali - 300 Kali - 100,00 

Pembinaan PPID di 

Prov. Riau 
- 40 OPD - 40 OPD - 100,00 

Penyebarluasan 

Informasi 
- 10.084 Kali - 

10.084 

Kali 
- 100,00 

Pengelolaan Data 

dan Interoperabilitas 
Prov. Riau 

- 
30 Web 

API 
- 

30 Web 

API 
- 100,00 

Layanan Kinerja 

Komisi Informasi 
Prov. Riau 

- 
30 

Sengketa 
- 

40 

Sengketa 
- 75,00 

Penguatan 

Kelembagaan KIP 
serta Kerjasama 

dengan Lembaga 

Pemerintah dan Non 
Pemerintah 

- 
225 

Pemdes 
- 

225 

Pemdes 
- 100,00 

Pengelolaan 

Bandwitdh Internet 

dan Teknologi VPN 
Pemerintah Prov. 

Riau 

- 1.400 Mbps - 
1.400 

Mpbs 
- 100,00 

Program 
Kerjasama 

Informasi 

dan Media 
Massa 

Pengembangan 
Kemitraan Lembaga 

Komunikasi 

1 Kali - 1 Kali - 100,00 - 

Dialog Interaktif 

Melalui Media 
Televisi Lokal 

1 Dialog - 1 Dialog - 100,00 - 

Program 

Penyelengg
araan 

Statistik 

Pembinaan 

Penyelenggaraan 
Data Sektoral 

- 50 Instansi - 
50 

Instansi 
- 100,00 

Identifikasi, 

Sinkronisasi, 

Integrasi Data 
Sektoral Pemerintah 

Daerah se-Prov. 
Riau 

- 
3.200 

Data/Tahun 
- 

3.200 

Data/Tah
un 

- 100,00 

Update dan 

Pengelolaan Data 

Sektoral Pemerintah 
Daerah se-Prov. 

Riau 

- 1 Dokumen -  
1 

Dokumen 
- 100,00 

Program 
Pengemban

gan 

Infrastuktur 

Pengembangan 
Sarana dan 

Prasarana Perangkat 

Jaringan Pemerintah 

1 Titik - 1 Titik - 100,00 - 
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Komunikas

i dan 
Informatika 

Prov. Riau 

Pengelolaan 

Bandwitdh Internet 
dan Teknologi VPN 

Prov. Riau 

350 
Mbps 

- 350 Mbps - 100,00 - 

Pengembangan dan 
Pengelolaan 

Command Center 

Prov. Riau 

1 Unit - 1 Unit - 100,00 - 

Program 
Penyelengg

araan 

Persandian 

Tata Kelola 
Keamanan 

Informasi 

- 10 Paket - 10 Paket - 100,00 

Pengembangan 
Layanan Keamanan 

Informasi 

- 36 Titik - 36 Titik - 100,00 

Pengawasan dan 

Evaluasi Keamanan 
Informasi 

- 1 Dokumen - 
1 

Dokumen 
- 100,00 

Program 

Pengemban
gan 

Aplikasi 

Informatika 

Pengembangan E-

Goverment Prov. 
Riau 

4 

Aplikasi 
- 4 Aplikasi - 100,00 - 

Program 
Pengemban

gan 
Informasi 

dan 

Komunikas
i Publik 

Pengelolaan 
Website Riau.Go.Id 

1 
Website 

- 1 Website - 100,00 - 

Layanan Informasi 

Melalui Media 
Center 

2 Bilik - 2 Bilik - 100,00 - 

Newsroom 

Pemerintah Prov. 
Riau 

10 

Berita/Ha
ri 

- 
10 

Berita/Hari 
- 100,00 - 

Pameran 

Pembangunan TIK 

Prov. Riau 

1 Kali - 1 Kali - 100,00 - 

Peliputan Acara dan 

Dokumentasi 

Kegiatan 
Pemerintah Prov. 

Riau 

150 

Acara/Ke
giatan 

- 

150 

Acara/Kegi
atan 

- 100,00 - 

Layanan Kinerja 

Komisi Informasi 
38 Kasus - 40 Kasus - 95,00 - 

Penguatan 

Kelembagaan KIP 

serta Kerjasama 
dengan  Lembaga 

Pemerintah dan Non 

Pemerintah 

260 
Orang 

- 260 Orang - 100,00 - 

Pengembangan TV 
dan Radio 

Streaming Prov. 

Riau 

0 Unit - 2 Unit - 0 - 

Pembinaan PPID di 

Prov. Riau 
37 OPD - 58 OPD - 63,79 - 

Pembinaan 
Pemahaman 

Aparatur Tentang 

Keterbukaan 
Informasi Publik 

200 
Orang 

- 200 Orang - 100,00 - 

Program 

Pengemban

gan 
Data/Infor

masi 

Identifikasi, 

Sinkronisasi, 

Integrasi Data 
Sektoral Pemerintah 

Daerah se-Prov. 

4 

Kelompo
k Data 

- 

4 

Kelompok 
Data 

- 100,00 - 
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Riau 

Update dan 

Pengolahan Data 
Sektoral Pemerintah 

Daerah se-Prov. 

Riau 

4 
kelompo

k Data 

- 
4 

Kelompok 

Data 

- 100,00 - 

Forum Data Sektoral 

Prov. Riau 

100 

Persen 
- 100 Persen - 100,00 - 

Pengelolaan Data 

Center Pemerintah 
Prov. Riau 

10 OPD - 10 OPD - 100,00 - 

Efektivitas 95,95 96,76 

Sumber: Olahan Data (2022) 

Pada tabel 4.8, dalam perhitungan rasio efektivitas di tahun 2019 pada Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah 95,95% dimana 

perhitungan terkecil sebesar 33,33% terdapat pada kegiatan Pengelolaan Sumber 

Daya Persandian dan perhitungan terbesar sebesar 100% . 

Pada perhitungan rasio efektivitas di tahun 2020 pada Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah 96,76% dimana perhitungan terkecil 

sebesar 25,00% terdapat pada kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor dan perhitungan terbesar sebesar 100%.  

Pada tahun 2019 dalam perhitungan efektivitas pada semua program/kegiatan 

yang dijalankan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebesar 

95,95% dan berdasarkan kriteria perhitungan efektivitas pada Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Riau dikatakan tidak efektif. Begitu juga pada 

tahun 2020 perhitungan efektivitas pada semua program/kegiatan yang dijalankan 

Dinas Komunuikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebesar 96,76% 

sehingga dikategorikan tidak efektif berdasarkan krtieria perhitungan yang 

ditetapkan. Dalam perhitungan rasio efektivitas pada tahun 2019 sampai tahun 2020 
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mengalami kenaikan sebesar 0,81% kenaikan ini terjadi karena pada tahun 2020 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sanggup memperoleh 

realisasi hasil/keluaranyang sudah ditetapkan dibandingkan peiode sebelumnya. 

Sehingga dalam hal perhitungan efektivitas pada tahun 2019 dan 2020 kinerja 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dikatakan kurang baik 

karena belum memenuhi konsep efektivitas adalah pencapaian program/kegiatan 

yang dilakukan. Realisasi hasil/keluaran yang dilaksanakan tidak mencapai ekspetasi 

hasil/keluaran yang diinginkan oleh instansi dengan rasio efektivitas dibawah 100%. 

Disamping itu, peneliti juga mengukur kriteria rasio efektivitas pada semua 

program/kegiatan yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Kriteria Pengukuran Rasio Efektivitas pada Program/Kegiatan Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau  

Tahun 2019 dan 2020 

Kriteria 

2019 2020 

Jumlah 

Kegiatan 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Kegiatan 

Persentase 

(%) 

Tidak Efektif 9 20,00 6 17,65 

Efektif Berimbang 30 66,67 24 70,59 

Efektif 6 13,33 4 11,76 

Jumlah 45 100,00 34 100,00 

     Sumber: Olahan Data (2022) 

Pada tabel 4.9, tahun 2019 didapati 9 kegiatan dengan nilai persentase 

efektivitas dibawah 100%, 30 kegiatan pada nilai efektivitas sama dengan 100% dan 

6 kegiatan dengan niai efektivitas lebih dari 100%. Pada tahun 2020, didapati 6 
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kegiatan dengan nilai persentase efektivitas dibawah 100%, 24 kegiatan dengan nilai 

persentase sama dengan 100%, dan 4 kegiatan nilai persentase lebih dari 100%. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1    Kesimpulan 

Menurut perhitungan dari analisis value for money dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dilihat dari rasio ekonomis pada program/kegiatan yang dilakukan Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 

2020 dinyatakan ekonomis dengan rasio ekonomis 90,03% dan 93,33% 

2. Dilihat dari rasio efisiensi pada program/kegiatan yang dilakukan Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 

2020 dinyatakan efisien dengan rasio efisiensi 102,50% dan 104,19%. 

3. Dilihat dari rasio efektivitas pada program/kegiatan yang dilakukan Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 

2020 dinyatakan tidak efektif dengan rasio efektivitas 95,95% dan 96,76%. 

4. Akuntabilitas kinerja keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Riau belum memenuhi prinsip value for money. 

5.2    Saran 

Saran bagi Penelitian ini: 

1. Bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau diharapkan 

bisa mengevaluasi kembali program yang bisa memenuhi elemen value for 

money agar dapat meningkatkan akuntabilitas Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Riau. 
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2. Bagi Peneliti Berikutnya dianjurkan bisa mencari objek penelitian yang 

mempunyai data  yang lengkap, mendapatkan informasi mengenai Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam masalah yang 

sedang terjadi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 

Riau.  
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